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PUTUSAN 

Nomor 553/Pdt.G/2018/PA.Gsg 

الرَحِيِِِالرَحَْْنِِِالَلِِِّبِسْمِِ    

 

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA 

 

Pengadilan Agama Gunung Sugih yang memeriksa dan mengadili 

perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama, Majelis Hakim telah 

menjatuhkan putusan perkara cerai talak antara: 

 

Pemohon, umur 35 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMP, Pekerjaan 

Petani, alamat tempat tinggal di ,kabupaten Lampung 

Tengah, selanjutnya disebut sebagai Pemohon; 

 Melawan 

Termohon, Umur 32 tahun,  Agama Islam, Pendidikan SMP, Pekerjaan 

Ibu rumah tangga, Alamat tempat tinggal di Kabupaten 

Lampung Tengah, selanjutnya disebut sebagai Termohon; 

 

Pengadilan Agama tersebut; 

Telah membaca dan memeriksa surat-surat dalam berkas perkara; 

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi; 

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan; 

 

DUDUK PERKARA 

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya 

tertanggal 12 April 2018 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan 

Agama Gunung Sugih, Nomor 553/Pdt.G/2018/PA.Gsg, telah mengajukan 

permohonan cerai talak terhadap Termohon dengan uraian/alasan sebagai 

berikut : 

1. Bahwa Pemohon adalah suami sah Termohon yang akad nikahnya 

berlangsung di Kabupaten Lampung Tengah pada tanggal 27  
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Desember 2006, berdasarkan  Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan 

oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan 

Bandar Mataram, Nomor - tertanggal 22 Januari 2007 ; 

2. Bahwa sewaktu menikah Pemohon berstatus Perjaka  dan Termohon 

berstatus Perawan  dan dilaksanakan suka sama suka; 

3. Bahwa Pemohon dan Termohon setelah menikah tinggal di rumah 

orang tua termohon ,kemudian berselang waktu 3 tahun pemohon dan 

termohon pindah di kediaman milik bersama disebelah rumah orang 

tua termohon; 

4. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan 

sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 orang anak 

bernama ANAK yang berusia 9 tahun, sekarang tinggal bersama 

termohon. 

5. Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan  

rukun dan harmonis, namun sejak bulan Maret tahun 2011 rumah 

tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah, selalu diwarnai 

perselisihan dan pertengkaran terus menerus. Adapun yang menjadi 

penyebabnya adalah;  

- Adanya turut campur orangtua termohon terhadap rumah tangga 

Pemohon. 

- Selalu berbeda pendapat serta tidak adanya kata sepakat dalam 

setiap permasalahan   rumah tangga . 

6. Bahwa puncak ketidak harmonisan rumah tangga antara Pemohon 

dan Termohon terjadi pada bulan Agustus tahun 2015 yang menjadi 

penyebabnya adalah Pemohon mengajak pindah rumah ketempat 

orangtua pemohon akan tetapi termohon bersikeras tidak mau pindah 

dari rumah kediaman bersama yang bersebelahan dennen orangtua 

termohon akhirnya terjadi pertengkaran hebat setelah bertengkar 

Pemohon langsung pulang ketempat orangtua Pemohon , sehin gga 

antara Pemohon dengan Termohon pisah rumah sampai saat ini 

sudah berjalan lebih kurang 3 tahun lamanya. 
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7. Bahwa Pemohon telah berusaha mempertahankan keutuhan rumah 

tangga agar rukun kembali tetapi Termohon tidak ada upaya untuk 

memperbaiki prilakunya sehingga upaya Pemohon sia sia saja. 

8. Bahwa dengan adanya hal hal tersebut diatas, maka Pemohon merasa 

sulit untuk mempertahankan ikatan pernikahan seperti ini sehingga 

pula tujuan  pernikahan dalam rangka mewujudkan rumah tangga yang 

sakinah, mawaddah, warahmah  tidak akan terwujud, oleh karenanya 

Pemohon telah berketetapan hati untuk menceraikan Termohon ke 

Pengadilan Agama Gunung Sugih; 

9. Bahwa pemohon sanggup membayar biaya perkara . 

Berdasarkan dalil dalil diatas, Pemohon mohon kepada Ketua 

Pengadilan Agama Gunung Sugih dalam hal ini Majelis Hakim yang 

memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan memberikan 

putusan yang amarnya berbunyi, sebagai berikut :  

PRIMAIR: 

1. Mengabulkan permohonan Pemohon; 

2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon ) untuk menjatuhkan talak 

satu raj'i terhadap Termohon ( Termohon) di depan sidang Pengadilan 

Agama Gunung Sugih; 

3. Membebankan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku; 

SUBSIDAIR: 

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain , mohon putusan yang seadil 

adilnya;  

 

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan 

Pemohon hadir di persidangan, sedangkan pihak Termohon tidak hadir 

dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir di persidangan sebagai wakil 

atau kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut menurut 

hukum, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya pihak 

Termohon;  

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha untuk 

mendamaikan dengan menasehati Pemohon agar rukun kembali dalam 
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satu rumah tangga dan mengurungkan niatnya untuk bercerai, akan  tetapi 

usaha tersebut tidak berhasil dan Pemohon menyatakan tetap pada 

permohonannya; 

Menimbang, bahwa sehubungan pihak Termohon tidak pernah hadir 

di persidangan sehingga perdamaian melalui prosedur mediasi tidak dapat 

dilaksanakan;  

Menimbang, bahwa kemudian dalam sidang yang tertutup untuk 

umum dibacakanlah surat permohonan yang terhadap isinya tetap 

dipertahankan oleh Pemohon;  

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon, Termohon tidak 

dapat didengarkan jawabannya karena tidak pernah datang menghadap 

persidangan;  

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, 

Pemohon telah menyerahkan alat bukti berupa: 

A. Surat 

Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dengan Termohon yang 

aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama, Nomor -- tertanggal 22 

Januari 2007, telah dinazegelen di Kantor Pos dan telah dicocokkan 

dengan aslinya (bukti P.2); 

 

B. Saksi 

I. Saksi 1, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SMP , pekerjaan 

petani, tempat kediaman di, kabupaten Lampung Tengah, dibawah 

sumpahnya menerangkan sebagai berikut; 

-  Bahwa, saksi kenal Pemohon dan Termohon dan memiliki 

hubungan dengan Pemohon sebagai tetangga Pemohon; 

-  Bahwa, saksi membenarkan Pemohon dan Termohon merupakan 

pasangan suami isteri yang sah dan sudah dikaruniai seorang anak; 

-  Bahwa awalnya kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon 

rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2011 saksi sering 

mendengar dan menyaksikan sendiri rumah tangga Pemohon dan 
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Termohon sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan 

pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon yang 

disebabkan Termohon sering pulang ke rumah orang tuanya; 

-  Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak 3 

tahun yang lalu hingga sekarang, Pemohon tinggal di tempat 

kediaman orang tuanya, sedangkan  Termohon tinggal di tempat 

kediaman bersama;;  

-  Bahwa saksi dan keluarga sudah berusaha beberapa kali 

merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil, 

Termohon menyatakan tidak mau lagi meneruskan rumah tangganya 

bersama Pemohon; 

 

II. Saksi 2, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, 

tempat kediaman di,kabupaten Lampung Tengah, dibawah sumpahnya 

menerangkan sebagai berikut; 

-  Bahwa, saksi kenal Pemohon dan Termohon dan memiliki 

hubungan dengan Pemohon sebagai kakak ipar Pemohon; 

-  Bahwa, saksi membenarkan Pemohon dan Termohon merupakan 

pasangan suami isteri yang sah dan sudah dikaruniai seorang anak; 

-  Bahwa awalnya kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon 

rukun dan harmonis, namun sejak 4 tahun yang lalu saksi sering 

mendengar dan menyaksikan sendiri rumah tangga Pemohon dan 

Termohon sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan 

pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, namun  

saksi tidak  mengetahui  yang  menjadi penyebabnya; 

-  Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak 3 

tahun yang lalu hingga sekarang, Pemohon tinggal di tempat 

kediaman orang tuanya, sedangkan  Termohon tinggal di tempat 

kediaman bersama;  

-  Bahwa saksi dan keluarga sudah berusaha beberapa kali 

merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil, 
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Termohon menyatakan tidak mau lagi meneruskan rumah tangganya 

bersama Pemohon; 

  

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan dalam 

kesimpulannya tidak ada lagi bukti yang akan diajukan lagi dalam 

persidangan ini dan tetap pada permohonannya serta memohon agar 

Pengadilan Agama Gunung Sugih menjatuhkan putusannya;  

Menimbang, bahwa untuk  meringkas putusan ini ditunjuk Berita 

Acara Sidang yang merupakan hal-hal yang tak terpisahkan dari 

kesempurnaan putusan ini; 

PERTIMBANGAN HUKUM 
 

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon 

adalah sebagaimana diuraikan di atas; 

Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon dalam 

permohonannya menyatakan bahwa Termohon berdomisili di wilayah 

hukum Kabupaten Lampung Tengah sebagai isteri dari Pemohon dan 

karena rumah tangganya tidak harmonis maka Pemohon  mengajukan 

permohonan terhadap Termohon, oleh karenanya untuk memeriksa 

perkara ini Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan tentang 

kompetensi Pengadilan Agama Gunung Sugih atas perkara ini; 

Menimbang, bahwa Pemohon telah menyampaikan alat bukti su rat, 

yaitu bukti P yang menujukkan hubungan Pemohon dengan Termohon, 

kedua bukti tersebut dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, 

telah nyata sesuai dengan aslinya, serta bermeterai cukup dan telah 

sesuai dengan ketentuan pasal 2 ayat 1 huruf (a) Undang-undang nomor 

13 tahun 1983 tentang Bea Meterai jo. Surat Edaran Mahkamah Agung 

Nomor 1 tahun 1963 huruf c, Majelis Hakim menilai bukti P tersebut telah 

memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta otentik, daripadanya telah 

memenuhi batas minimal bukti surat dengan nilai kekuatan pembuktian 

yang sempurna dan mengikat (volledeg en bindende bewijs kracht) karena 

tidak ada bukti lain (tegen bewijs) yang dapat melumpuhkannya, oleh 
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karenanya bukti P telah memenuhi syarat formil bukti tertulis dan telah 

membuktikan kebenaran materil dalil Pemohon tentang kedudukan 

Pemohon sebagai suami dari Termohon; 

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan pasal 66 

ayat 2 undang-undang nomor 7 tahun 1989 yang tidak dirubah dalam 

undang-undang nomor 3 tahun 2006 dan undang-undang nomor 50 tahun  

2009 tentang Peradilan Agama bahwa Termohon dinyatakan berdomisili di  

Kabupaten Lampung Tengah yang merupakan Wilayah Hukum Pengadilan 

Agama Gunung Sugih dan Termohon tidak pernah hadir di persidangan 

sekalipun telah dipanggil secara resmi dan patut serta tidak mengirimkan 

wakilnya yang sah, dan telah nyata pada relaas panggilan Termohon 

adalah akta otentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu, 

oleh karenanya Termohon dapat dinyatakan telah terbukti berdomisili di 

alamat tersebut; 

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) dan  

Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 132 ayat 

(1) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, maka Pengadilan Agama Gunung 

Sugih berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini serta dapat pula 

dinyatakan telah terbukti antara Pemohon dan Termohon adalah suami 

isteri yang terikat dalam suatu perkawinan yang sah sesuai dengan Pasal 

2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 7 ayat (1) 

Kompilasi Hukum Islam. Oleh sebab itu Pemohon memiliki legal standing 

dalam mengajukan permohonan aquo, karena Pemohon adalah pihak 

yang mempunyai hak dan kepentingan hukum (persona standi in judicio) 

dalam perkara ini; 

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 154 Rbg. jo 

ketentuan pasal 7 ayat (1)  dan pasal 18 ayat (3) Perma Nomor 1 tahu n 

2008 tentang Mediasi jo. pasal 65 dan pasal 82 Undang-undang nomor 7 

tahun 1989 jo. pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, dalam perkara perdata 

harus dilakukan mediasi, tetapi karena Termohon dalam perkara ini tidak 

pernah hadir sehingga mediasi tidak layak dilaksanakan, akan tetapi 
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Majelis Hakim tetap melakukan upaya perdamaian dengan jalan 

memberikan nasehat kepada Pemohon agar rukun kembali sebagai suami 

isteri, tetapi upaya tersebut tidak berhasil; 

Menimbang, bahwa karena ketidak hadiran Termohon maka dalam 

persidangan tidak ada jawab menjawab dan Majelis Hakim berpendapat 

bahwa permohonan Pemohon beralasan hukum dan tidak melawan 

sehingga dengan memperhatikan ketentuan pasal 149 Rbg. perkara ini 

dapat diperiksa dan diputus dengan tanpa hadirnya Termohon (verstek) 

dan Termohon dianggap telah mengakui dalil permohonan Pemohon; 

Menimbang, bahwa sekalipun dapat diperiksa dengan tanpa 

hadirnya Termohon, tetapi karena perkara ini merupakan perkara 

perceraian (perdata khusus) maka Pemohon dibebani pembuktian 

sebagaimana maksud ketentuan Pedoman Khusus Buku II edisi revisi 

2013, halaman 148 huruf j, yaitu :  

j). “Dalam hal Termohon tidak hadir di persidangan dan perkara akan 

diputus verstek, Pengadilan tetap melakukan sidang pembuktian 

mengenai kebenaran adanya alasan perceraian yang didalilkan oleh 

Pemohon”,  

oleh karenanya untuk meneguhkan dali-dalil permohonannya, Pemohon 

telah mengajukan bukti tertulis serta bukti saksi di persidangan; 

Menimbang, bahwa telah ternyata Pemohon menyampaikan bukti 

tertulis berupa bukti P yang telah dipertimbangkan sebagaimana terurai 

diatas, dan terhadap bukti P yang menjelaskan bahwa Pemohon dengan 

Termohon adalah suami isteri, Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti P 

adalah akta autentik yang telah memenuhi syarat formil dan materil bukti 

tulis atas perkara ini dengan nilai bukti lengkap, oleh karenanya Pemohon 

dan Termohon dapat membuktikan sebagai suami isteri yang sah; 

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon untuk 

menceraikan Termohon tersebut didasarkan adanya perselisihan dan 

pertengkaran serta untuk melepaskan ikatan tali perkawinan tersebut tidak 

hanya semata-mata berdasarkan pengakuan saja, maka dengan 
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memperhatikan ketentuan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 

9 Tahun 1975 dan pasal 134 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, Majelis 

Hakim memandang perlu untuk mendengar keterangan saksi dari pihak 

keluarga ataupun orang yang dekat dengan Pemohon dan Termohon; 

Menimbang, bahwa telah nyata Pemohon menghadirkan dua orang 

saksi sebagai psaudara sepupu dan kakak ipar Pemohon dan terhadap 

bukti saksi tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa kedua saksi bukan 

merupakan orang yang dilarang untuk menjadi saksi dalam perkara a quo, 

keduanya sudah dewasa, bersedia menjadi saksi, serta bersumpah di 

persidangan sebelum menyampaikan keterangannya serta menyampaikan  

kesaksiannya satu persatu (pasal 171 Rbg.), maka Majelis Hakim menilai 

bahwa kedua saksi tersebut telah memenuhi batas minimal dan memenuhi 

syarat formil sebagai bukti saksi; 

Menimbang, bahwa kedua saksi pada pokoknya menerangkan 

bahwa Pemohon dan Termohon adalah sebagai suami istri sah namun 

selanjutnya terjadi keretakan dalam rumah tangga Pemohon dan 

Termohon yang dipicu akibat Termohon sering pulang ke rumah orang 

tuanya, akibatnya antara pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak 

3 tahun yang lalu hingga saat ini, Pemohon tinggal di tempat kediaman 

orang tuanya, sedangkan  Termohon tinggal di tempat kediaman bersama, 

berpisahnya Pemohon dan Termohon tersebut dapat dipahami telah terjadi 

perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus antara pemohon dan  

Termohon, sehingga terhadap keterangan saksi-saksi tersebut Majelis 

Hakim menilai keterangan saksi tersebut saling bersesuaian dan 

berhubungan serta menguatkan permohonan Pemohon, oleh karenanya 

Majelis Hakim berpendapat bahwa  keterangan saksi tersebut telah 

memenuhi syarat materiil bukti saksi dalam perkara ini; 

Menimbang, bahwa dari tahapan-tahapan persidangan perkara ini, 

Majelis Hakim mendapatkan fakta sebagai berikut; 

1) Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah yang telah 

menikah pada tanggal 27  Desember 2006, berdasarkan  Kutipan Akta 
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Nikah yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan 

Agama Kecamatan Bandar Mataram, Nomor 63/63/I/2007 tertanggal 22 

Januari 2007; 

2) Bahwa sejak  awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun 

dan harmonis, namun sejak awal tahun 2011 kehidupan rumah tangga 

Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi 

perselisihan dan pertengkaran yang dipicu  oleh sikap Termohon yang 

sering pulang ke rumah orang tuanya; 

3) Bahwa antara pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak 3 tahun  

yang lalu hingga sekarang selama lebih dari 3 bulan, Pemohon tinggal 

di tempat kediaman orang tuanya, sedangkan  Termohon tinggal di 

tempat kediaman bersama; 

4) Bahwa keluarga dan orang dekat Pemohon telah berusaha merukunkan 

Pemohon dengan Termohon demikian pula Majelis Hakim telah 

berusaha secara maksimal memberikan nasehat agar Pemohon rukun 

lagi dengan Termohon namun tidak berhasil, sehingga Pemohon 

memilih bercerai untuk mengakhiri pernikahannya; 

 

Menimbang, bahwa pernikahan adalah suatu ikatan yang kuat 

(mitsaaqon gholiidhan) yang memiliki nilai ibadah untuk memenuhi 

perintah Allah Swt. dengan tujuan mewujudkan keluarga yang sakinah, 

mawaddah dan rahmah; 

Menimbang, bahwa tentang alasan permohonan Pemohon yang 

menyatakan bahwa dalam rumah tangga antara Pemohon dengan 

Termohon telah terjadi perselisihan yang terus menerus dan tidak dapat 

dirukunkan lagi, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga dapat 

juga dinyatakan telah terjadi perselisihan jika hubungan antara pasangan 

suami isteri sudah tidak lagi selaras, tidak saling percaya dan saling 

melindungi maka dengan ditemukannya fakta antara Pemohon dan 

Termohon telah berpisah tempat tinggal akibat berselisih dan sulit untuk 

dirukunkan,  menunjukkan bahwa antara Pemohon dengan Termohon 

sudah tidak lagi percaya dan saling pengertian serta tidak saling 
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melindungi bahkan sudah tidak ada lagi komunikasi suami isteri yang 

harmonis yang merupakan bagian dari gejala perselisihan dalam rumah 

tangga; 

Menimbang, bahwa perselisihan yang terus menerus dan 

berpisahnya tempat tinggal antara kedua belah pihak berperkara serta 

sikap tidak mau kembali membina rumah tangga bahkan Pemohon 

menginginkan untuk mengakhiri sengketa antara mereka dengan 

perceraian, menunjukkan bahwa hati kedua belah pihak Pemohon dengan 

Termohon telah pecah; 

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut Majelis Hakim 

berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah 

(broken marriage) dan tidak ada manfaatnya lagi untuk dipertahankan,  

Pemohon dan Termohon tidak dapat lagi mewujudkan tujuan perkawinan 

untuk membentuk rumah tangga yang sakinah mawaddah wa rahmah 

sebagaimana yang dikehendaki oleh Al-Qur’an Surat Ar-Rum ayat 21 dan 

pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi 

Hukum Islam; 

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang demikian  

adalah sama dengan memperpanjang beban lahir  batin, padahal menolak 

mafsadat lebih diutamakan daripada menarik  maslahat hal  ini sejalan  

dengan kaidah fiqh dalam kitab Al-Asybah wa al Nadhair halaman 63 yang 

artinya berbunyi “menolak mafsadat lebih diutamakan daripada menarik 

maslahat” yang selanjutnya diambil sebagai pendapat Majelis Hakim 

dalam perkara ini, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa jalan 

yang terbaik bagi penyelesaian kemelut rumah tangga antara Pemohon 

dengan Termohon adalah dengan jalan bercerai; 

Menimbang, bahwa alasan Pemohon mengajukan permohonannya 

dalam perkara ini telah memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan pasal 

39 ayat (2) Undang-undang nomor 1 tahun 1974 jo. Peraturan Pemerin tah  

nomor 9 tahun 1975 pasal 19 huruf (b) dan (f) serta pasal 116 huruf (b) 

dan (f) Kompilasi Hukum Islam, serta dengan memperhatikan ketentuan 
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pasal 149 Rbg. dan ketentuan 117 dan pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, 

maka permohonan Pemohon pada petitum point (b) primer dapat 

dikabulkan secara verstek dan Pengadilan Agama Gunung Sugih dapat 

mengijinkan Pemohon untuk mengikrarkan talak satu raj’i Pemohon 

terhadap  Termohon; 

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang 

perkawinan maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-

Undang Nomor 7 tahun 1989, biaya perkara dibebankan kepada 

Pemohon; 

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku serta 

hukum syara’ yang berhubungan dengan perkara ini; 

 

MENGADILI 

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut 

untuk menghadap di persidangan, tidak hadir; 

2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek; 

3. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak 

satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan 

Agama Gunung Sugih; 

4. Membebankan kepada Pemohon membayar biaya perkara sejumlah 

Rp. 541.000,00 (lima ratus empat puluh satu ribu  rupiah); 

 

Demikian perkara ini diputuskan dalam rapat permusyawarahan  

Majelis Hakim Pengadilan Agama Gunung Sugih pada hari Selasa, tanggal 

22 Mei 2018 Masehi bertepatan tanggal 6 Ramadhan 1439 Hijriyah oleh 

kami Ahmad Saprudin, S.Ag, M.H sebagai Hakim Ketua Majelis, Ade 

Ahmad Hanif, S.H.I dan Uswatun Hasanah, S.H.I masing-masing 

sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam 

sidang terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh Mustofa, S.H.I sebagai 

Panitera Pengganti dengan dihadiri Pemohon tanpa hadirnya Termohon;   
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Hakim-Hakim Anggota,                                             Ketua Majelis, 

  

                 Ttd.                                       Ttd. 

 

                                                        Ade Ahmad Hanif, S.H.I                            Ahmad Saprudin, S.Ag, M.H   

  

    

            Ttd.      

Uswatun Hasanah, S.H.I                                                    

 

                                                                                                  Panitera Pengganti, 

  

  

                                                                                                            Ttd. 

                                                                         Mustofa, S.H.I 

Perincian Biaya Perkara : 
1. Biaya Pendaftaran    : Rp.   30.000,- 

2. Biaya Proses : Rp.   50.000,- 
3. Biaya Panggilan : Rp. 450.000,- 

4. Redaksi : Rp.     5.000,- 
5. Materai   : Rp.     6.000,- 
                                          ---------------------- 

   Jumlah                          Rp. 541.000,- 
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